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ABSTRAK 
HASRUDDIN (B11112646) dengan Judul “TINJAUAN YURIDIS 
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU DELIK 
PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM (Studi Kasus Putusan Nomor 
: 04/Pid.Sus.Anak/2017/PN.MKS)”. Di bawah bimbingan Bapak  ABD 
ASIS sebagai Pembimbing I dan AMIR ILYAS sebagai Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan 
hukum  dalam perkara penyalahgunaan senjata tajam dalam Putusan  No. 
04/Pid.Sus.Anak/2017/PN.MKS dan Untuk mengetahui dan menganalisis 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara 
penyalahgunaan senjata tajam dalam Putusan No. 
04/Pid.Sus.Anak/2017/PN.MKS. pada pengadilan Negeri Makassar. 
 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dengan 
menetapkan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Makassar sebagai 
instansi yang berwenang penuh dalam penanggulangan masalah yang 
diteliti. 
 
Adapun hasil penelitian ini, yaitu adalah tidak ada alasan pembenar atas 
perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa harus 
mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan putusan yang 
dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mempertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan Anak maka Majelis hakim menjatuhkan 
putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang di 
harapkan nantinya membuat anak dapat taat terhadap hukum yang 
berlaku. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Secara lazim senjata merupakan benda yang digunakan untuk 
mempertahankan diri atau menyerang pihak lain. Secara netral pisau atau 
parang/golok adalah benda atau alat yang dapat difungsikan sebagai 
senjata tapi tak digunakan untuk keperluan pertahanan diri atau 
menyerang, namun kalau digunakan untuk menyerang orang lain maka 
pisau atau parang/golok tersebut berubah sebutan menjadi senjata tajam. 
Lain halnya bedil, pistol, mortir tetaplah merupakan senjata karena 
memang sejak awal mula dibuat khusus untuk  menyerang pihak lain oleh 
penggunanya. Begitupun dengan pedang dan samurai adalah senjata, 
karena dibuat untuk keperluan menyerang. Jadi, alat-alat atau benda yang 
dibuat untuk kegunaan menyerang pihak lain oleh penggunanya, inilah 
yang disebut sebagai senjata. Baik itu menyerang sebagai upaya 
membela diri atau untuk melumpuhkan dan membunuh seperti diatur 
dalam UU darurat No. 12 tahun 1951 Pasal 1 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3), 
dan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2).  
Sebagai reaksi terhadap adanya hukum untuk menjaga 
keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat maka setiap tindakan 
manusia yang dikategorikan sebagai tindak pidana akan dijatuhi hukuman 
atau pidana. 
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Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, mengenai 
penjatuhan hukuman terhadap orang yang telah melakukan suatu 
pelanggaran tindak pidana, sifatnya ialah memberikan pelajaran supaya 
tidak mengulangi perbuatan yang jahat, dan dapat kembali kepada 
masyarakat yang baik, dengan perkataan lain menjadi orang yang baik. 
Membuat undang-undang yang baik secara yuridis, sosiologis dan 
mampu mengikuti perkembangan zaman merupakan pekerjaan yang sulit 
apalagi untuk melaksanakannya tentulah akan lebih sulit lagi. 
Keberhasilan suatu undang-undang untuk mencapai tujuannya, 
sebenarnya lebih banyak tergantung pada aparat pelaksananya, dimana 
yang bersangkutan diharapkan mempunyai itikad baik, dalam hal ini kunci 
sukses peraturan terletak pada  moral dan semangat yang tinggi. 
Tindak kriminal dalam bentuk kekerasan dengan menggunakan 
senjata tajam, tidak saja menarik untuk dikaji oleh karena kuantitasnya, 
akan tetapi juga termasuk nilai peran dominan norma hukum substansi 
dari budaya siri’ (sesuatu yang memalukan) dikalangan masyarakat Bugis 
Makassar dalam kaitannya dengan kewajiban setiap individu 
mempertahankan diri, harga diri atau pun martabat keluarga. 
Dalam hal perkembangan kejahatan-kejahatan  terutama kejahatan 
terhadap nyawa dan tubuh manusia seperti penganiayaan, mengancam 
bahkan pembunuhan dewasa ini cenderung menggunakan senjata tajam 
bagi para pelakunya. Hal ini menimbulkan akibat yang lebih parah bagi 
korbannya akibat dari penggunaan senjata tajam dalam suatu kejahatan 
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tidak jarang menimbulkan luka-luka berat dan bahkan kematian bagi 
seseorang, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang 
Darurat No.12 Tahun 1951 sebagai usaha preventif untuk mencegah atau 
mengurangi penggunaan senjata tajam dalam suatu kejahatan. Undang-
Undang Darurat No.12 tahun 1951 ini selain mengatur senjata api dan 
bahan peledak juga didalamnya mengatur masalah senjata tajam. 
Oleh karena itu usaha preventif yang dilakukan oleh pemerintah 
dalam hal penyalahgunaan senjata tajam perlu diapresiasi sebagai bahan 
acuan dasar perkembangan kejahatan dengan menggunakan senjata 
tajam dewasa ini. Berangkat dalam hal tersebut maka perlu ada 
pengawasan khusus dalam hal kepemilikan senjata tajam secara illegal. 
Dari uraian latar belakang masalah, penulis ingin mengambil suatu 
penelitian karya ilmiah dengan judul  ‘’Tinjauan Yuridis Penjatuhan 
Pidana Terhadap Pelaku Delik Penyalahgunaan Senjata Tajam’’ . 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas maka 
penulis mengemukakan rumusan masalah sebagi berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam perkara 
penyalahgunaan senjata tajam dalam Putusan No. 
04/Pid.Sus.Anak/2017/PN.MKS? 
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2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sangksi 
pidana terhadap perkara penyalahgunaan senjata tajam dalam 
Putusan No. 04/Pid.Sus.Anak/2017/PN.MKS? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti dalam 
melakukan penelitian ini sebagai berikut :  
1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana 
dalam perkara penyalahgunaan senjata tajam dalam Putusan  No. 
04/Pid.Sus.Anak/2017/PN.MKS. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara penyalahgunaan 
senjata tajam dalam Putusan No. 04/Pid.Sus.Anak/2017/PN.MKS. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan 
ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan pihak yang berkompeten 
dibidang hukum pada umumnya dan bidang hukum pidana pada 
khususnya, terutama yang berhubungan dengan penyalahgunaan senjata 
tajam. Adapun kegunaan penelitian ini yaitu : 
1. Dapat menjadi bahan acuan bagi mahasiswa/I fakultas hukum pada 
umunya dan bagi mahasiswa/I jurusan pidana pada khususnya. 
2. Dapat menjadi bahan masukan sekaligus kritik yang membangun 
bagi aparat penegak hukum. 
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3. Memberi sumbangan pemikiran bagi pengambil keputusan dan 
kebijakan dalam hal ini yang dimaksudkan adalah Kepolisian, 
Kejaksaann dan Hakim serta masyarakat luas. 
E. Keaslian Penelitian 
Penelitian yang saya buat dengan judul “Tinjauan Yuridis 
Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Delik Penyalahgunaan Senjata 
Tajam’’ adalah penelitian Normatif dimana penelitian dengan judul yang 
sama pernah dilakukan sebelumnya, dalam penelitian tersebut pelakunya 
adalah orang dewasa namun dalam penelitian saya ini pelakunya adalah 
seorang anak dimana dalam penanganannya oleh aparat dilakukan 
secara berbeda.   
 
F. Metode Penelitian 
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah penelitian Normatif sebagai berikut : 
1. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah 
dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul 
“Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku delik 
Penyalahgunaan Senjata Tajam studi kasus putusan No. 
04/Pid.Sus.Anak/2017/PN.MKS”, maka penulis menetapkan lokasi 
penelitian di Kota Makassar, tepatnya di Pengadilan Negeri 
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Makassar sebagai instansi yang berwenang penuh dalam 
penanggulangan masalah yang diteliti oleh penulis. 
2. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
antara lain berupa: 
2.1. Data primer, yakni data yang dikumpulkan langsung oleh 
peneliti yang diperoleh dilapangan melalui wawancara dengan 
pihak-pihak terkait. 
2.2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari data yang ada, 
bukan hanya karena dikumpulkan oleh pihak lain. Data ini 
berasal dari perundang-undangan, tulisan atau makalah-
makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain 
yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan ini. 
3. Teknik Pengumpulan Data  
Adapun yang penulis lakukan untuk memperoleh dan mengumpulkan 
data adalah sebagai berikut: 
3.1. Teknik penelitian kepustakaan yaitu : Teknik pengumpulan data 
dengan cara memepelajari berbagai literatur, baik buku, artikel, 
maupun materi kuliah yang diperoleh. 
3.2. Teknik interview yaitu : Teknik pengumpulan data dengan cara 
melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten 
dan obyek penelitian, serta meminta data-data kepada pihak 
yang terkait dengan penelitian ini, seperti hakim dan jaksa. 
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4. Teknik Analisis Data  
Setelah semua data terkumpul, dalam penulisan data yang diperoleh 
baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut diolah 
dan dianalisis secara deskriftif kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus serta 
menafsirkan data berdasarkan teori sekaligus menjawab 
permasalahan dalam penulisan atau penelitian ini. 
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BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA  
A. PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM 
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan    
Pidana berasal dari kata straf (Belanda) yang adakalanya disebut 
dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, 
karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht. 
Menurut Sudarto (1981:109-110) mengemukakan : 
“ Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada 
seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 
undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai 
nestapa.” 
 
Pemberian nestapa atau penderitaan yang dikenakan kepada 
seorang pelanggar ketentuan undang-undang tidak lain dimaksudkan agar 
orang itu menjadi jera. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan 
dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Sanksi 
yang tajam dalam hukum pidana inilah yang membedakannya dengan 
bidang-bidang hukum yang lain. Inilah sebabnya mengapa hukum pidana 
harus dianggap sebagai sarana terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya 
pada bidang hukum yang lain tidak memadai. Selain pengertian Sudarto, 
terdapat pula pengertian dari sarjana yang lain, antara lain : 
Menurut Roeslan Saleh (1987:5) yang menyatakan bahwa : 
“ Pidana adalah reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu 
nestapa yang sengaja ditampakkan Negara kepada pembuat 
delik.” 
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Reaksi-reaksi atas delik yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh 
menunjukkan bahwa suatu delik dapat memberikan reaksi atau imbalan 
apabila dilanggar, yaitu berupa ancaman hukuman atau pidana. 
Pidana disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan 
penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi disisi yang lain 
juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat 
sebagaimana layaknya. 
Wujud-wujud penderitaan yang dijatuhkan oleh negara itu telah 
ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas-batas dan cara 
menjatuhkannya serta dimana dan bagaimana cara menjalankannya. 
Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan 
tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah 
berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut 
terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara 
khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perbuatan perbuatan 
terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. 
Aliran-aliran dalam hukum pidana, (Andi Hamzah:1986:3) yaitu : 
1. Aliran klasik 
Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari 
kekuasaan penguasa atau Negara, sedangkan tujuan pidana 
menurut aliran ini adalah memperjuangkan hukum pidana yang 
lebih adil, objektif dengan penjatuhan pidana yang lebih 
menghormati individu. Tokohnya adalah Beccaria. 
10 
 
2. Aliran Modern 
Tujuan hukum pidana menurut aliran ini adalah 
memperkembangkan penyelidikan terhadap kejahatan dan 
penjahat, asal-usul, cara pencegahan, hukum pidana yang 
bermanfaat agar masyarakat terlindung dari kejahatan. 
Menurut Jerome Hall sebagimana dikutip Gerber dan Mc Anny 
(Sholehuddin, 2003;70) dalam memberi batasan konseptual tentang 
pemidanaan dianggap sebagai kemajuan besar yang telah dicapai 
mengenai konsep pemidanaan. Jerome Hall membuat deskripsi yang 
terperinci mengenai pemidanaan sebagi berikut : 
1. Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup 
2. Ia memaksa dengan kekerasan 
3. Ia diberikan atas nama Negara 
4. Ia diotorisasikan 
5. Pemidaan yang mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, 
pelanggarannya dan penentuannya yang diekspresikan dalam 
putusan 
6. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatn, dan 
ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan 
beracukan kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan 
dalam etika. 
Tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan 
kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas 
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(kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya. Dalam hubungan 
dengan persoalan pemidanaan. 
Sudarto (Lamintang, 1984:49) mengemukakan bahwa : 
“ Penghukuman berasal dari kata dasar hukum sehingga dapat 
diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang 
hukumnya (berechten).” 
 
Lebih lanjut Sudarto (Hamzah dan Rahayu, 1983:23) 
mengemukakan : 
“ Hukum pidana itu merupakan system sanksi yang negatif, ia 
diterapkan jika sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, maka 
hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi subsidair.” 
 
Penjelasan Sudarto tersebut menggambarkan bahwa pemidanaan 
merupakan system sanksi yang negatif yang dalam beberapa penjelasan 
sebelumnya disebut sebagai penderitaan khusus. Sudarti juga sepakat 
penjelasan bahwa pemidanaan hanya merupakan alat atau upaya belaka, 
hanya saja Sudarto menyebutkan bahwa pemidanaan tersebut hanya 
merupakan upaya alternative sehingga dikatakan mempunyai fungsi 
subsidair. 
Sementara Plato dan Aristoteles (Hamzah dan Rahayu, 1983:34) 
mengatakan bahwa pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat 
jahat, tapi agar pelaku kejahatan tidak berbuat jahat lagi dan orang lain 
takut untuk melakukan kejahatan serupa. Dari pernyataan ini, terlihat 
bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksud sebagi upaya balas 
dendam melainkan sebagi upaya pembinaan bagi seorang pelaku 
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kejahatan sekaligus sebagi upaya prefentif terhadap terjadinya kejahatan 
serupa. 
Pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila 
beberapa tahap perencanaan berikut : 
1. Pemberian pidana oleh undang-undang  
2. Pemberian pidana pada badan yang berwenang 
3. Pemberian pidana bagi instansi pelaksana yang berwenang 
Pemerintah sebagai alat negara memiliki hak dan wewenang untuk 
menjatuhkan pidana yang berupa penderitaan khusus atau sanksi negatif 
tersebut. Dalam hal ini pemerintah berhak menjatuhkan pidana atau 
memidana sebab pemerintah yang disertai tugas untuk mengendalikan 
hukum dan oleh karena itu berhak memidana melalui alat-alat hukum 
pemerintah. 
Beyesens (Hamzah dan Rahayu, 1983:22) memaparkan alasan 
mengapa negara berhak memidana : 
- Pertama, sudah menjadi kodrat alam negara itu bertujuan dan 
berkewajiban mempertahankan tata tertib masyarakat atau ketertiban 
negara. Disinilah tampak bahwa pemerintah itu benar-benar 
memerintah, berdasar atas hakikat dan manusia secara alamiah, 
maka pemerintah berhak untuk mambalas pelanggaran tersebut 
dengan menjatuhkan sengsara yang bersifat pambalasan itu. 
- Kedua, pidana yang dijatuhkan itu bersifat pembalasan kepada 
perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan 
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tidak boleh bersifat balas dendam, tetapi bersifat objektif kerugian 
kepada seseorang karena perbuatan melanggar hukum yang 
dilakukan dengan sukarela dan dapat dipertanggung jawabkan 
padanya. 
 
2. Delik dan Unsur-Unsur Delik  
Kata “delik” berasal dari bahasa latin, yakni delictum. Dalam 
bahasa Jerman disebut delict, dalam bahasa Prancis disebut delit dan 
dalam bahasa Belanda disebut delict. Dalam kamus bahasa Indonesia, 
arti delik diberi batasan sebagai berikut : 
“ Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan 
pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.” 
  
Menurut van der Hoeven, rumusan tersebut tidak tepat karna yang 
dapat dihukum bukan perbuatannya tetapi manusianya. 
Moeljatno memakai istilah “Perbuatan Pidana” untuk kata “delik”. 
Menurut beliau, kata “tindak” lebih sempit cakupannya daripada 
“perbuatan”. Kata “Tindak” tidak menunjukkan pada hal yang abstrak 
seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret.   
E Utrech memakai istilah “peristiwa pidana” karena yang ditinjau 
adalah peristiwa (feit) dari sudut hukum pidana. Adapun Tirtaamidjaja 
menggunakan ietilah “pelanggaran pidana” untuk kata “delik”. Sedang 
Para pakar hukum pidana menyetujui istilah stafbaar feit. 
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Keberatan van der Hoeven tersebut sesungguhnya kurang 
beralasan jika diperhatikan pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) yang berbunyi : 
“ Tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan 
aturan pidana dalam Undang-Undang yang telah ada, sebelum 
perbuatan itu dilakukan”.  
 
Sesuai yang dikatakan oleh van Hattum bahwa perbuatan dan 
orang yang melakukannya sama sekali tidak dapat dipisahkan. 
Mengenai “delik” dalam arti strafbar feit, para pakar hukum pidana 
masing-masing mendefenisikannya sebagai berikut : 
1. Vos : Delik adalah feit yang dinyatakan dapat dihukum 
berdasarkan Undang-Undang. 
2. Van Hamel : Delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap 
hak-hak orang lain. 
3. Simons : Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang 
telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja 
oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat 
dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang 
telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat 
dihukum.  
 Dalam ilmu hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. 
Yang dimaksud delik formil adalah delik yang perumusannya menitik 
beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh 
Undang-Undang, misalnya pasal 362 tentang pencurian. Adapun delik 
15 
 
materiil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat 
yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Dengan 
kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan. Misalnya pasal 
338 tentang pembunuhan. 
Adapun Setiap perbuatan harus memenuhi unsur delik (kejahatan 
dan pelanggaran) yang dasarnya terikat pada asas legalitas (nullum 
delictum) yang mana dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana Pasal 1 ayat (1), sebagai berikut : 
“ Tiada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum, melainkan 
atas kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana secara 
tertulis yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”.  
 
Jadi apabila salah satu unsur dari perbuatan tersebut tidak 
terpenuhi unsurnya maka tidak dapat dikategorikan kedalam delik atau 
perbuatan pidana. 
Menurut Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 2005:10) 
mengemukakan bahwa : 
Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur 
objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa: 
1. Suatu tindakan; 
2. suatu akibat dan; 
3. keadaan (omstandigheid) 
Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbutan yang 
dapat berupa : 
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1. Kemampuan(toerekeningsvatbaarheid); 
2. Kesalahan (schuld). 
Sedangkan Tongat (2009  : 3-5) menguraikan bahwa unsur-unsur 
delik terdiri atas dua macam yaitu : 
1. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (dader) yang 
dapat berupa : 
1.1. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak 
berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan" yaitu 
perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-
undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain 
perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, 
Pasal 263 dan Pasal 362 KUHPidana. Di dalam ketentuan Pasal 
362 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa 
"perbuatan" dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang 
dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil. 
1.2. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik  materiil. Contoh 
unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah akibat-akibat 
yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan merupakan 
syarat mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat sebagaimana 
dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal 338 
KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana misalnya, 
unsur objektif yang berupa "akibat" yang dilarang dan diancam 
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dengan undang-undang adalah akibat yang berupa matinya 
orang. 
1.3. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan 
diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang 
berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh 
undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam 
ketentuan Pasal 160, Pasal 281 dan Pasal 282 KUHPidana. 
Dalam ketentuan Pasal 282 KUHPidana misalnya, unsur objektif 
yang berupa "keadaan" adalah di tempat umum. 
2. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (dader) 
yang berupa: 
2.1. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap 
perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan 
bertanggungjawab). 
2.2. Kesalahan (schuld) 
Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila 
dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu : 
1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat 
mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan 
nilai perbuatannya itu. 
2. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat 
menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan. 
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3. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan 
mana yang tidak dilarang oleh undang-undang. 
 
3. Pengertian Senjata Tajam dan Jenis Senjata Tajam   
 Dalam Undang-Undang secara jelas tidak mengatur pengertian 
senjata tajam sehingga sulit untuk memberikan pengertian senjata tajam 
secara yuridis, maka para pakar telah mencoba memberikan penjelasan 
mengenai pengertian senjata tajam tersebut. 
Terkait pengertian senjata tajam tersebut M. Nasir Said mencoba 
memberi penjelasan dengan menyatakan bahwa : 
“ Senjata tajam yaitu alat yang bentuknya tajam tetapi bukan 
digunakan untuk perang atau melakukan kejahatan seperti badik 
atau keris.””. 
 
Lebih lanjut lagi M. Nasir said menjelaskan bahwa ada tiga fungsi 
ataupun makna senjata tajam, bila ditinjau dari budaya Sulawesi Selatan, 
yaitu sebagi berikut : 
1. Berfungsi protektif yang berarti bahwa senjata tajam tersebut dapat 
digunakan sebagai perlindungan atau penyelamatan baik bagi diri 
pribadi maupun terhadap keluarga. 
2. Berfungsi produktif yang berarti bahwa senjata tajam tersebut 
digunakan sebagai usaha untuk mendatangkan hasil baik bagi pribadi 
maupun keluarga. 
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3. Berfungsi destruktif, yang berarti dapat digunakan sebagai alat 
pembelaan terhadap kehormatan dan harga diri, baik bagi diri pribadi 
maupun terhadap keluarga. 
Selain dari pengertian senjata tajam yang telah ditemukan oleh 
pakar diatas, pengertian senjata tajam juga dapat ditemukan di kamus 
umum Bahasa Indonesia (W.J.S. Poerwadarminta, 1984:917) memberikan 
penjelasan bahwa : 
“ Senjata tajam adalah senjata yang bermata tajam seperti golok, 
pedang dan sebaginya.” 
 
Sementara Andi Hamzah (1992:7) tidak memberikan pengertian 
senjata tajam tetapi hanya menggolongkan senjata tajam tersebut sebagai 
alat pemukul, alat penikam, dan alat penusuk. 
Dalam Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 yang selain 
mengatur tentang senjata api dan bahan peledak juga mengatur tentang 
senjata tajam hanya menyebutkan senjata pemukil, senjata penikam dan 
senjata penusuk. 
Pasal 2 Undang-Undang darurat No.12 Tahun 1951 Nomor 78 Andi 
hamzah (1992:37) mengatakan sebagai berikut : 
1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, 
menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, 
membawa, menpunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam 
miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, 
mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata 
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pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dihukum dengan 
hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. 
2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata 
penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-
nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau 
untukpekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan 
melakukan dengansyah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai 
tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau batang ajaib 
(merkwaardigheid) 
Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 ini dibuat untuk 
mencegah agar tidak terjadi penyalahgunaan senjata api, bahan peledak, 
dan senjata tajam. Hal ini dapat dilihat dengan diberikannya ancaman 
hukuman sepulih tahun penjara oleh pembuat undang-undang. 
Hanya saja pembuat undang-undang tidak secara tegas 
membedakan antara kejahatan dan pelanggaran dalam undang-undang 
darurat ini. Pada Pasal 3 Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 
(Andi Hamzah, 1992:10/37) menentukan bahwa perbuatan-perbuatan 
yang dapat dihukum Undang-Undang ini dipandang sebagai kejahatan. 
Dalam kenyataannya pelanggaran terhadap Pasal 2 Undang-
Undang Darurat No.12 Tahun 1951 seperti tertangkap karena membawa 
senjata tajam tidak digolongkan sebagai kejahatan, tetapi digolongkan 
sebagai pelanggaran. Baru digolongkan sebagai kejahatan apabila 
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senjata tajam tersebut digunakan untuk membunuh atau menganiaya 
seseorang. 
Sementara kalau kita memperhatikan KUHPidana maka nampak 
bahwa KUHPidana sendiri tidak mengatur secara tegas tentang 
penggunaan senjata tajam khususnya bila digunakan dalam melakukan 
delik. Hal ini dapat dimengerti bahwa KUHPidana itu merupakan aturan-
aturan umum seperti yang tercantum dalam rumusan Pasal 103 KUHP 
(Andi Hamzah, 1986:75) menentukan bahwa : 
“ Ketentuan-ketentuan dalam bab I – bab VIII buku ini juga berlaku 
bagi peraturan-peraturan yang oleh ketentuan perundang-
undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh 
Undang-Indang ditentukan lain.” 
 
Kaitannya dengan membawa serta penggunaan senjata tajam 
terhadap delik pembunuhan KUHPidana juga tidak mengatur bagaimana 
penggunaan senjata tajam tersebut dalam rangka terjadinya delik 
pembunuhan. 
Pasal 338 KUHPidana sebagai delik pokok dari delik pembunuhan 
merumuskan sebagi berikut : 
“ Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, 
diancam karena pembunuhan dengan pidana paling lama lima 
belas tahun.” 
 
Dengan melihat rumusan Pasal 338 KUHP maka jelas bahwa untuk 
terjadinya delik pembunuhan diisyaratkan adanya orang yang meninggal 
atau mati. 
22 
 
Belum lagi pengancaman atau penganiayaan dengan senjata tajam 
merupakan hal yang paling biasa dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena 
itu pengawasan secara berkesinambungan terhadap masyarakat yang 
membawa senjata tajam perlu ditingkatkan lagi. Bukan hanya aparat saja 
akan tetapi sebagai masyarakat perlu ada kesadaran terhadap hal 
tersebut. 
 
4. Penyalahgunaan Senjata Tajam   
 Suatu tindakan kriminal yang dapat mengakibatkan atau 
menimbulkan kerugian pada orang lain baik harta benda maupun diri 
sendiri atau nyawa orang lain diartikan sebagai penyalahgunaan senjata 
tajam. Hal tersebut diatas kerap kali terjadi yang mengakibatkan mati atau 
luka beratnya orang lain, padahal penyalahgunaan senjata tajam adalah 
sebagai perbuatan yang melanggar hukum dengan ancaman hukuman 
pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor dominan 
sebagai penyebab penyalahgunaan senjata tajam, serta upaya Apa yang 
perlu dilakukan guna mencegah dan menangulanginya,  ini  dapat 
memberikan gambaran dan pemahaman kepada kita dan masyarakat luas 
akan bahayanya penyelegunaan senjata tajam karena ini dikategorikan 
sebagai perbuatan kriminal yang dapat diancam pidana berat. 
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5. Prosedur Perizinan Senjata Tajam 
Dasar hukum kepemilikan senjata tajam adalah maklumat Kapolri 
Nomor Pol. : MAK/03/X/1080 tanggal 1 Oktober 1980 Pasal 2 mengenai 
penyimpanan benda berupa senjata tajam/benda pusaka. 
Tata cara memperoleh surat keterangan dari kepolisian adalah 
sebagai berikut : 
1. Melengkapi kelengkapan administrasi yaitu : 
1.1. Fotocopy kartu penduduk 
1.2. Fotocopy kartu keluarga 
1.3. Surat keterangan dokter 
1.4. Surat keterangan hasil psikologi 
1.5. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) 
1.6. Surat pernyataan permohonan 
1.7. Rekomendasi dari Kapoltabes/Resta/Res setempat 
1.8. Pas foto berukuranm 3x4 cm sebanyak 6 lembar dan 2x3 cm 
sebanyak 5 lembar (dasar merah) 
2. Mengikuti wawancara tentang maksud dan tujuan memperoleh surat 
keterangan kepemilikan. 
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B. ANALISIS PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP ANAK 
1. Pengertian Tindak Pidana   
Peristiwa pidana yang juga disebut sebagai tindak pidana atau 
delict ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat 
dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan 
sebagai peristiwa pidana / tindak pidana kalau memenuhi unsur 
pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari : 
1. Obyektif. 
Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum 
dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman 
hukuman. Yang dijadikan titik utama dari pengertian obyektif disini 
adalah tindakannya. 
2. Subyektif 
Perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-
undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang 
atau beberapa orang) 
 Pengertian Tindak pidana dari para ahli hukum diantaranya 
Menurut Wiryono Pradjodikoro, didefinisikan sebagai suatu perbuatan 
yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana, sedang Moelyanto 
menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan 
hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang 
melanggar dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar 
aturan tersebut. Kedua definisi tersebut mempunyai kesamaan arti yakni 
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adanya perbuatan yang dilanggar sehingga bisa dikatakan sebagai 
perbuatan pidana. 
Menurut CST. Kansil menggunakan istilah delik, yaitu perbuatan 
yang melanggar Undang-Undang yang dilakukan dengan sengaja oleh 
orang yang dapat dipertanggung jawabkan 
Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu yang oleh perbuatan perundang-undangan dinyatakan sebagai 
perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan pidana  
Pengertian dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya di 
rumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahata 
atau tindak pidana, jadi dalam arti luas hal ini berhubungan dengan 
pembahasanmasalah deliquensi, deviasi, kualitas kejahatn berubah-ubah, 
proses kriminalisasi dan deskriminasi suatu tindakan atau tindak pidana 
mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijakan golongan ang 
berkuasa dan pandangan hidup orang (berhubungan dengan 
perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayan pada masa dan di tempat 
tertentu  
Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia merupakan perbuatan 
yang dapat atau boleh di hukum, perbuatan pidana, tindak pidana, 
sedangkan dalam sedangkan dalam bahsa Belanda disebut “strafbaarfeit” 
atau “delik”. Para sarjana Indonesia mengistilahkan strafbaarfeit itu dalam 
arti yang berbeda, diantarana Moeljatno menggunakan istilah perbuatan 
pidana yaitu :  
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“ Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana 
disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang 
siapa larangan tersebut”. 
 
Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana yang dinyatakan 
sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan tindak pidana, yang disebut 
juga delik. Menurut wujud dan sifatnya, tindak pidana ini adalah 
perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuata-perbuatan tersebut 
juga merugikan masyarakat dalam bertentangan dengan atau 
menghambat terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang dianggap 
adil. 
Walaupun para pembentuk undang-undang telah menterjemahkan 
kata “strafbaarfeit” denga istilah tindak pidana antara lain dalam kitab 
undang-undang hukum pidana (KUHP) tetapi didalamnya tidak 
memberikan rincian tindak pidana tersebut. Ketidakjelasan pengertian 
strafbaarfeit dalam kitab undang-undang hukum pidana, memunculkan 
berbagai pendapat tentang arti istilah strafbaarfeit yang dirumuskan oleh 
berbagai kalangan ahli hukum pidana,antara lain : 
1. Menurut Wirjono Prodjodikoro,strafbaarfeit merupakan suatu perilaku 
yang sifatnya bertentangan dengan hukum, serta tidak ada suatu 
tindak pidana tanpa melanggar hukum. 
2. Menurut P.A.F. Laminatang strafbaarfeit merupakan sebagian dari 
suatu kenyataan yang dapat dihukum dana akan terbukti bahwa yang 
dihukum itu bukan perbuatannya,melainkan pelaku perbuatannya atau 
manusia selaku person. 
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3. Menurut W.P.J. Pompe merumuskan secara teoritis tentang 
strafbaarfeit sebagai suatu pelanggaran norma atau suatu gangguan 
terhadap ketertiban umum,baik yang dilakukan dengan sengaja atau 
tidak sengaja oleh seorang pelaku dalam mana penjatuhan sanksi 
pidana tersebut dimaksudkan untuk tetap terpeliharanya ketertiban 
hukum dan terjaminnya kepentingan umum. 
4. Menurut Achmad Ali pengertian tindak pidana (delik) adalah 
pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum 
ataupun perundang-undangan dengan tidak membedakan apakah 
pelanggaran itu di bidang hukum privat ataupun hukum publik 
termasuk hukum pidana. 
 
2. Pengertian Anak    
Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak 
merupakan potensi nasib manusia hari mendatang,dialah yang ikut 
berperan menentukan sejarahbangsa sekaligus cermin sikap hidup 
bangsa pada masa mendatang 
Secara umum peraturan perundang-undangan di berbagai Negara 
terutama pada pendekatan usia tidak ada keseragaman perumusan 
tentang anak. Di Amerika, batas umur anak adalah 8-18 tahun. Di 
Australia di sebut anak apabila berumur minimal 8 tahun dan maksimal 16 
tahun.di Inggris batas umur anak 12 tahun dan maksimal 16 tahun, 
sedangkan di Blanda yang disebut anak adalah apabila berumur antara 
28 
 
12-18tahun,demikian juga di Srilangka, Jepang, Korea, Filifina, Malaysia 
dan Singapura 
Dari berbagai batasan umur anak sebagaimana diuraikan diatas, 
Nampak ada kesamaan antara negara-negara yakni disebut anak apabila 
batas minimal berumur 7 tahun dan batas maksimal 18 tahun. Perbedaan 
ini dapat saja terjadi karena adanya perbedaan pandangan yang 
disebabkan oleh kondisi sosial budaya masyarakat dari negara tersebut 
Di Indonesia sendiri ada beberapa peraturan perundang-undangan 
yang mengatur tentang anak, misalnya undang-undang No 4 tahun 1979 
tentang Kesejahtraan anak, undang-undang No 3 tahun 1997 Tentang 
peradilan Anak,undang-undang No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi 
Manusia, undang-undang No 23 tahun 2002 Tentang Peradilan Anak, dan 
sebagai peraturan lainya yang berkaitan dengan masalah anak. 
Pasal 1 Ayat(1) Undang-undang Nomor 4 Tahin 1979 Tentang 
Kesejahtraan Anak merumuskan sebagai berikut: 
“ Anak adalah sesorang yang belum mencapai umur 21 Tahun (dua 
puluh satu tahun) dan belum pernah kawin termasuk anak dalam 
kandungan. “ 
 
Pasal 1 butir 1 dan 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 
Tentang Pengadilan Anak adalah sebagai berikut: 
“ Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah 
mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 
(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. anak nakal adalah 
anak yang melakukan tindak pidana, anak yang melakukan 
perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut 
perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang 
hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan ”. 
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Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang 
Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: 
“ Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18(delapan 
belas) tahun dan belum pernah kawin,termasuk anak yang masih 
dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi 
kepentinganya” 
 
Adapun pengertian anak yang di pakai sebagai rujukan oleh penulis 
dan penulisan ini adalah pengertian anak yang tercantum dalam pasal 1 
Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang peradilan Anak, 
Dimana rumusan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 
18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
Menurut Sudarto (Shanty Dellyana, 2004:67-68) yang dimaksud 
dengan anak nakal adalah sebagai berikut: 
1. Yang melakukan tindak pidana 
2. Yang tidak dapat diatur dan tidak taat kepada orang 
tua/wali/pengasuh 
3. Yang sering meninggalkan rumah , tanpa izin/pengetahuan orang 
tua/wali/pengasuh 
4. Yang bergaul dengan penjahat-penjahat ataupun orang-orang yang 
tidak normal, sedangkan anak tersebut mengetahui hal itu 
5. Yang kerapkali mengunjungi tempat-tempat yang terlarang bagi anak 
6. Yang sering menggunakan kata-kata kotor 
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7. Yang melakukan perbuatan yang mempunyai akibat yang tidak baik 
bagi perkembangan pribadi,social,rohani dan jasmani anak itu 
Hilman Hadikusuma (Maidin Gultom, 2008:32) mengatakan bahwa 
Menarik batas antara belum dewasa dengan sudah dewasa, tidak perlu di 
permasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum 
dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya 
anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan 
sebagainya, walaupun ia belum berwenag kawin  
Menurut Wagiawati Soetdjo (2008:7-8) proses perkembangan anak 
terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang biasa digolongkan 
berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan 
perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi ke dalam 3(tiga) 
fase yaitu: 
1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai 
dengan 7(tujuh) tahun yang biasa disebut sebagai masa anak kecil 
dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-
fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan 
arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (trozalter) pertama dan 
tumbuhnya seksualitas pada awal pada anak 
2. Fase kedua adalah kanak-kanak dimulai pada umur 7-14 tahun 
disebut sebagai masa kanak-kanak, dimana dapat di golongkan ke 
dalam 2 priode yaitu: 
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1.1. Masa anak Sekolah Dasar mulai dari usia 7-12 tahun adalah 
priode intelektual. 
Priode intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai dengan 
memasuki masyarakat di luar keluarga, yaitu lingkungan sekolah 
kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan, 
kemauan serta kemampuan anak dalam berbagai macam 
potensi, namun masih bersifat tersimpan atau masa letensi 
(masa tersembunyi) 
1.2. Masa remaja/pra-puberitas atau puberitas awal yang di kenal 
dengan sebutan priode pueral 
Pada priode ini, terdapat kematangan fungsi jasmaniah di tandai 
dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah-limpah yang 
menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, 
brandal, kurang sopan, liar dan lain-lain. 
Sejalan dengan berkembangya fungsi jasmaniah, perkembangan 
intelektual pun berlangsung sangat intensif sehingga minat pada 
pengetahuan dan pengalaman baru pada dunia luar sangat 
besar terutama yang bersifat konkrit, karenanya anak puber 
disebut sebagai fragmentasi atau utelitas kecil, di mana minatnya 
terarah pada kegunaan-kegunaan teknis. 
3. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, yang 
dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase puberitas 
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dan adolescent, di mana terdapat masa penghubung dan masa 
peralihan dari anak menjadi orang dewasa. 
Dicanangkan Gerakan Nasional Perlindungan Anak pada hari Anak 
Nasional pada tanggal 23 Juli 1997, merupakan upaya yang 
ditunjukkan untuk mencegah,mengentaskan,merehabilitasi anak-anak, 
yang menjadi korban korban tindak kekerasa , ekspolitasi 
,penelantaran dan sebagainya. Harapan itu telah di tanngapi melalui 
komitmen pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap mutu 
generasi mda penerus yang di nyatakan melalui instruksi Presiden 
No.3 Tahun 1997 tentang penyelenggaraan pembinaan kualitas anak 
yang harus di laksanakan secara lintas sektor. 
 
3. Pelaku  
Untuk memastikan siapa yang harus dipandang seorang dader atau 
seorang pelaku itu tampaknya tidak terlalu sulit. Akan tetapi dalam 
kenyataanya pemastian seperti itu tidaklah mudah. 
Menurut teori penjelasan mengenai pembentukan Pasal 55 KUHP 
itu , yang harus di pandang sebagai deders itu bukan saja mereka yang 
menggerakan orang lain untuk melakukan tindak pidana, melainkan juga 
mereka “yang telah menyuruh melakukan“ dan mereka “yang turut 
melakukan“ suatau tindak pidana. 
Apabila rumusan ketentuan pidana dalam Pasal 55 KUHP itu 
berbunyi antara lain  “ Als daders van een strafbaar feit worden gestraft…”  
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maka pembentuk undang-undang itu sendiri telah tidak memberikan suatu 
penjelasan tentang siapa yang sebenarnya harus dipandang sebagai 
dader van een strafbaar feit atau yang sebenarnya harus dipandang 
sebagai pelaku suatu tindak pidana 
Oleh karna itulah, maka ilmu pengetahuan hukum pidana, orang 
telah berusaha memberikan penjelasan tentang siapa yang harus di 
pandang sebagai pelaku suatu tindak pidana, dengan membuat berbagai 
defenisi tentang hal tersebut salah satunya adalah  
Van Hamel (P.A.F Laminating, 1997:593) telah mengartikan pelaku 
dari suatu tindak pidana itu dengan membuat suatu defenisi yang 
mengatakan antara lain bahwa: 
“ Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau 
kealpaanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang 
terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah 
dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang 
dengan seseorang dari telah melakukan sendiri tindak pidana 
yang bersangkutan ” 
 
Selanjutnya Van Hamel (P.A.F Laminating, 1997:593) yang 
mengatakan bahwa : 
“ Bahwa seseorang yang dipandang sebagai seseorang pelaku itu 
tidak boleh semata-mata di dasarkan pada suatu anggapan , akan 
tetapi hal tersebut selalu harus di buktikan “. 
 
4. Pidana Dan Pemidanaan Anak    
Menurut undang-undang No. 3 tahun 1997 terhadap anak nakal 
dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau 
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tindakan. Dengan menyimak pasal 23 ayai (1) dan ayat (2) diatur pidana 
pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal : 
1. Pidana Pokok 
Ada beberapa pidana pokok dapat dijatuhkan kepada anak nakal 
yaitu: 
1.1. Pidana Penjara 
1.2. Pidana Kurungan  
1.3. Pidana Denda, atau 
1.4. Pidana Pengawasan 
2. Pidana Tambahan 
Seperti telah disebut bahwa selain pidana pokok maka terhadap anak 
nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan yang berupa: 
2.1. Perampasan barang-barang tertentu, dan atau 
2.2. Pembayaran ganti rugi 
3. Tindakan 
Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal( pasal 
24 ayat (1) ialah undang-undang Nomor 3 Tahun 1997) adalah: 
3.1. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh 
3.2. Menyerahkan kepada negarauntuk mengikuti pendidikan, 
pembinaan dan latihan kerja, atau  
3.3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi social 
kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, 
pembinaan, dan latihan kerja 
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4. Pidana Penjara 
Berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi anak nakal 
lamanya ½ (satu perdua) dari ancaman pidana orang dewasa atau 
paling lama 10 (sepuluh)  tahun. Kecuali itu, pidana mati dan penjara 
seumur hidup tidak dapat di jatuhkan terhadap anak. 
5. Pidana Kurungan 
Dinyatakan dalam pasal 27 bahwa pidana kurungan yang dapat 
dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, paling lama ½ 
(satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa 
6. Pidana Denda 
Undang-undang Pengadilan Anak mengatur pula ketentuan yang 
relative baru yaitu apabila pidana denda tersebut ternyata tidak dapat 
dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja. Undang-undang 
menetapkan demikian sebagai upaya untuk mendidik anak yang 
bersangkutan aketerampilan yang bermanfaat agar memiliki 
keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya(pasal 28 ayat (2)) lama 
wajib latihan kerja sebagai pengganti denda, paling lama 90 (sembilan 
puluh) hari kerja lama latihan kerja tidak lebih dari 4 jam sehari serta 
tidak di lakukan pada malam hari . 
7. Pidana Bersyarat 
Garis besar ketentuan pidana bersyarat bagi anak nakal sesuai 
dengan rumusan Pasal 29 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 
adalah : 
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7.1. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan, apabila pidana penjara 
yang di jatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, sedangkan 
jangka waktu masa pidana bersyarat adalah paling lama 3 
(tiga) tahun. 
7.2. Dalam putusan pidana bersyarat diberlakukan ketentuan 
berikut : 
7.2.1. Syarat umum, yaitu anak nakal tersebut tidak akan 
melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa 
pidana bersyarat 
7.2.2. Syarat khusus, yaitu untuk melakukan atau tidak 
melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam 
putusan hakim dengan tetap memperhatikan 
kebebasan anak 
7.3. Pengawasan pembimbing 
7.3.1. Selama menjalani masa pidana bersyarat, jaksa 
melakukan pengawasan dan pembimbing 
kemasyarakatan melakukan bimbingan agar anak 
nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan. 
7.3.2. Anak nakala menjalani pidana bersyarat dibimbing 
oleh balai permasyarakatan berstatus sebagai klien 
permasyarakatan 
7.3.3. Selama anak nakal berstatus sebagai klien 
permasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah. 
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8. Pidana Pengawasan 
Ketentuan bentuk dan cara pelaksanaan pida pengawasan menurut 
Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 akan diatur lebih lanjut dengan 
peraturan-peraturan pemerintah.  
Pidana pengawasan di jatuhkan kepada anak yang melakukan tindak 
pidana, dengan ketentuan sebagai berikut: 
8.1. Lamanya , paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) 
tahun. 
8.2. Pengawasan terhadap prilaku anak dalam kehidupan sehari-hari 
di rumah tersebut dilakukan oleh jaksa 
8.3. Pemberian bimbingan dilakukan oleh pembimbing 
kemasyarakatan. 
 
5. Penjatuhan Pidana dan Pemidanaan Kepada Anak 
Undang-undang yang mengatur Pengadilan Anak adalah Undang-
undang Nomor 3 Tahun 1997 yang mulai berlaku tanggal 13 Januari 1998 
atau satu tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-undang 
tersebut. 
Pengadilan Anak dibentuk memang sabagai upaya pembinaan dan 
perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan 
fisik, mental ,dan social anak secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. 
Oleh karnanya, ketentuan mengenai penyelenggraan pengadilan bagi 
anak dilakukan secara khusus. Meskipun demikian, hukum acara yang 
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berlaku (KUHAP) diterapkan pula dalam hukum acara pengadilan anak, 
kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 (pasal 
40). 
Mengenai tugas dan kewenangan pengadilan anak (sidang anak) 
pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa sidang 
anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan meyelesaikan 
perkara anak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Pasal 21 
menegaskan bahwa siding anak berwenang untuk memeriksa, memutus 
dan menyelesaikan perkara pidana dalam hal perkara anak nakal. 
Pada prinsipnya, tugas dan kewenagan pengadilan anak smaa 
dengan pengadilan perkara pidana lainya. Meski prinsipnya sama, namun 
tetap harus di perhatikan ialah perlindungan anak merupakan tujuan 
utama. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu 
sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita 
perjuangan bangsa. Selain itu , Anak sebagai bagian dari keluarga, 
merupakan buah hati, penerus, dan harapan keluarga. Disitulah letak 
pentingnya pengadilan anak sebagai salah satu sarana bagi perlindungan 
anak yang terganggu keseimbangan mental dan sosialnya sehingga 
menjadi anak nakal. 
1. Tersangka dan terdakwa 
1. Ketentuan umur 
Masalah umur tentunya juga harus di kaitkan dengan saat 
melakukan tindakan pidana. Sehubungan masalah umur pasal 4 
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Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 menetapkan sebagai 
berikut: 
1.1.1. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan kesidang 
anak adalah sekuarang-kurangnya 8 (delapan) tahun 
tetapi belum pernah kawin. 
1.1.2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada umur 
sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dan diajukan 
kesidang pengadilan anak setelah anak yang 
bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi 
belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap di 
ajukan ke sidang anak. 
2. Hak-hak tersangka-terdakwa 
Terdapat beberapa hak tersangka atau terdakwa yang 
bersumber dari peraturan Undang-undang pengadilan anak. 
Hak-hak yang dapat diintervensi antara lain sebagai berikut: 
1.2.1. Hak anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun 
untuk diserahkan kembali kepada orang tua, wali atau 
orang tua asuh untuk di bina. Jika tidak dapat di bina lagi 
maka di kembalikan kepada departemen sosial. 
1.2.2. Hak untuk tetap di ajukan kesidang anak, meskipun 
melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang 
dewasa atau anggota ABRI (pasal7) 
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1.2.3. Hak untuk diperiksa dalam siding tertutup, kecuali dalam 
hal tertentu dan di pandang perlu dapat dilakukan dalam 
sidang terbuka (pasal 8ayat (1) dan (2)) 
1.2.4. Hak untuk disingkat namaya, nama orang tua, wali, 
orang tua pengasuhnya jika dilakukan pemberitahuan 
proses perkara sejak penyidikan sampai saat sebelum 
pengucapan putusan pengadilan (pasal 8 ayat (5)) 
1.2.5. Hak untuk diperiksa oleh penyidik dalam suasana 
kekeluargaan, misalnya penyidik tidak memakai pakaian 
dinas dan pendekatan yang simpatik (pasal 42 ayat (1)) 
1.2.6. Hak untuk dirahasiakan dalam proses penyidikan (pasal 
42 ayat (3)) 
1.2.7. Hak untuk mendapatkan penahan di tempat khusus anak 
di lingkungan Rutan, cabang Rutan, atau tempat tertentu 
(pasal 44 ayat (6)).  
1.2.8. Hak untuk tetap dipenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan 
sosial anak selama di tahan (pasal45 ayat (4)) 
1.2.9. Hak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau 
lebih penasihat hukum sejak di tangkap atau di tahan 
selam dalam waktu dan pada saat tingkat pemeriksaan 
(pasal 51 ayat (1)) 
1.2.10. Hak berhubungan langsung dengan penasihat hukum 
dengan diawasi tanpa tanpa di dengar oleh pejabat yang 
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berwenang, apabila ditangkap atau ditahan (pasal 51 
ayat (3) 
2. Penyidik Anak 
1. Kualifikasi penyidik anak 
Penyidik yang ditetapkan berdasrkan surat keputusan Kepala 
Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk oleh 
Kepala Kepolisian Republik Indonesia. 
Penyidik yang di maksud di atas dapat di pastikan adalah 
Penyidik anak dari lingkungan Penyidik Polri. Pengangkatan atau 
penetapan sebagai penyidik Anak oleh Kepala Kepolisian 
Republik Indonesia (kapolri) atau pejabat lain yang ditunjuk. 
Mengenai kualifikasi, untuk di tetapkan sebagai penyidik anak 
maka syarat-syarat yang harus dipenuhi: 
2.1.1. Telah berpengalaman sebagai Penyidik tindak pidana 
yang di lakukan oleh orang dewasa 
2.1.2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami 
masalah anak 
2. Kewajiban Penyidik Anak 
Ada kewajiban-kewajiban tertentu yang harus di jalankan oleh 
Penyidik anak khususnya berdasar pada pasal 42 Undang-
undang Nomor 3 tahun 1997, yakni sebagai berikut: 
2.2.1. Kewajiban memeriksa tersangka dalam suasana 
kekeluargaan, pengertian dalam suasana kekeluargaan 
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antara lain pada waktu tersangka, Penyidik tidak memakai 
pakain dinas dan melakukan pendekatan secara efektif 
dan simpatik (pasal 42) 
2.2.2. Kewajiban meminta pertimbanagn atau saran dari 
pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga 
dapat diminta pertimbanagan atau saran dari ahli 
pendidikan, ahli kesehatan jiwa , ahli agama , atau 
petugas kemasyarakatan lainya. 
2.2.3. Wajib merahasiakan proses penyidikan terhadap perkara 
anak nakal. 
3. Kewenangan penyidik anak 
Seiring dengan adanya kewajiban melekat pula kewenangan dari 
penyidik anak. Dalam rangka melakukan penyidikan terhadap 
anak nakal, penyidik anak mempunyai kewenangan, antara lain 
sebagai berikut: 
2.3.1. Melakukan penagkapan anak nakal, guna kepentingan 
pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari. 
2.3.2. Melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras 
melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan 
yang cukup, untuk paling lama 20 hari   
3. Penuntut Umum Anak 
1. Kualifikasi penuntut umum anak 
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Syarat yang harus dipenuhi ditetapkan sebagai penuntut umum 
Anak (pasal 53 ayat (2)) adalah sebagai berikut: 
3.1.1. Telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum tindak 
pidana yang dilakukan oleh orang dewasa 
3.1.2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami 
masalah anak. 
2. Kewajiban Penuntut Umum Anak 
Kewajiban Penuntut Umum Anak yang dapat diintervarensi 
berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, di antaranya 
adalah sebagai berikut : 
3.2.1. Wajib dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan 
3.2.2. Wajib hadir dalam sidang anak 
3.2.3. Dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari, Penuntut 
Umum harus melimpahkan berkas perkara anak kepada 
Pengadilan Negeri. 
3. Kewenangan Penuntut Umum Anak 
Melalui pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 
sirumuskan bahwa untuk kepentingan penuntut, Penuntut Umum 
berwenang melakukan penahanatau Penahanan lanjutan. Diatur 
selanjutnya bahwa penahanantersebut untuk paling 10 (sepuluh) 
hari (pasal 46 ayat (2)). Atas permintaan penuntut umum dapat 
diperpanjang oleh ketua Pengadilan Negeri selama 15 (lima 
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belas) hari (pasal 46 ayat (3)). Jadi dengan demikian lamanya 
penahanan adalah 25 (dua puluh lima) hari (pasal 46 ayat (1)). 
Berkaitan dengan kewenanagan itu, Undang-undang Nomor 3 
tahun 1997 juga mengatur kewenangan jaksa melakukan 
pengawasan : 
3.3.1. Pidana bersyarat 
3.3.2. Pidana pengawasan 
4. Hakim Anak 
Berdasar pasal 1 angka 7 jo pasal 9 dan 10 Undang-undang Nomor 3 
tahun 1997 , telah di atur hal-hal tertentu yang berkaitan dengan 
penetapan sebagai Hakim anakdan syarat-syarat yang harus 
dipenuhi. Dari pasal-pasal tersebut dikemukakan sebagai berikut: 
1. Hakim anak ditetapkan berdasarkan surat keputusan ketua Hakim 
Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan 
melalui ketua Pengadilan Tinggi: 
2. Syarat-syarat agar dapat ditetapkan sebagai hakim anak adalah: 
4.2.1. Telah berpengalaman sebagai Hakim di pengadilan dalam 
lingkungan peradilan umum; dan  
4.2.2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami 
masalah anak. 
5. Penasihat hukum 
Tidak seperti aparat penegak hukum lain yang telah dikemukakan 
untuk Penasihat Hukum kelihatanya tidak disebut Penasihat Hukum 
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anak. Pasal 1 butir 13 hanya menyebut Penasihat hukum adalah 
Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud dalm Undang-undang 
Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 
Setidak-tidaknya, undang-undang Nomor 3 tahun 1997 mengatur 
Penasihat hukum dan bantuan hukum dalam pasal 51 dan pasal 52. 
Penggarisan pada pasal-pasal tersebut adalah adanya hak anak nakal 
untuk mendapatkan bantuan hukum sejak di tangkap ataupun ditahan. 
6. Petugas kemasyarakatan 
Undang-undang merinci petugas kemasyarakatan menjadi 3 (tiga) 
tahun sesuai bunyi Pasal 33 Undang-undang nomor 3 tahun 1997, 
yaitu sebagai berikut: 
a. Pembimbing kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman 
b. Pekerja sosial dari Departemen sosial 
c. Pekerja sosial sukarela dari organisasi kemasyarakatan 
Pembimbing kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada 
balai permasyarakatan yang melakukan bimbingan warga Negara 
binaan permasyarakatan( pasal 1 butir 11) yang bertugas (Pasal 34 
ayat(1)). 
a. Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan 
hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar 
siding dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan 
b. Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang 
berdasarkan putusan pengadilan di jatuhi pidana bersyarat, 
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pidana pengawasan pidana denda, diserahkan kepada Negara 
dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh 
pembebasan bersyarat dari lembaga permasyarakatan. 
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BAB III 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL DALAM PERKARA 
PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM PUTUSAN 
NOMOR : 04/Pid.Sus.Anak/2017/PN.MKS. 
1. Posisi Kasus 
Awal mula kejadian pada hari minggu 27 Nopember 2016 sekitar 
pukul  01.30 Wita, bertempat di jalan BTN Minasa Upa Blok K-5 Kota 
Makassar, seorang anak bernama Agit Sunaldi Als Agit Bin Nanang 
Setiawan ditangkap oleh petugas kepolisian karena menyimpan/ memiliki 
1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah anak panah/ busur yang terbuat 
dari besi dengan tali rafia warna merah dan warna biru tanpa memiliki ijin 
dari pihak yang berwajib. 
Menurut keterangan  saksi bahwa awalnya terjadi penyerangan 
dari warga di jalan Pao-Pao Kota Makassar saat anak sedang duduk-
duduk didepan Alfamart di jalan Hertasning Kec. Rappocini Kota Makassar 
kemudian saat penyerangan tersebut warga dari jalan Pao-Pao 
melontarkan busur tersebut kearah anak namun tidak berhasil mengenai 
anak sehingga anak mengambil busur tersebut dan anak menyimpannya 
untuk berjaga-jaga apabila terjadi penyerangan kembali sehingga pada 
hari minggu tanggal 27 November 2016 sekitar pukul 22.00 wita saat anak 
sedang berkumpul dengan teman-teman anak sambil makan mie ditengah 
lapangan anak mendengar bahwa warga Pao-Pao akan kembali 
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melakukan penyerangan sehingga anak menyimpan senjata tajam jenis 
busur diatas rumput dan menutupnya dengan karung semen didekat anak. 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
Dalam isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana 
kepemilikan senjata tajam dilakukan oleh terdakwa Agit Sunaldi Als Agit 
Bin Nanang Setiawan yang dibacakan pada persidangan dihadapan 
Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang pada pokoknya mengatakan 
sebagai berikut: 
Bahwa ia anak Agit Sunaldi Als Agit Bin Nanang Setiawan pada 
hari minggu tanggal 27 November 2016 sekitar jam 01.30 wita, atau 
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di BTN 
Minasa Upa Blok K-5 Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat 
lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri 
Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak 
menguasai, membawa, menyimpan senjata penusuk atau penikam yang 
dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut : 
- Bahwa awalnya terjadi penyerangan dari warga di jalan Pao-Pao 
Kota Makassar saat anak sedang duduk-duduk didepan Alfamart di 
jalan Hertasning Kec. Rappocini Kota Makassar kemudian saat 
penyerangan tersebut warga dari jalan Pao-Pao melontarkan busur 
tersebut kearah anak namun tidak berhasil mengenai anak 
sehingga anak mengambil busur tersebut dan anak menyimpannya 
untuk berjaga-jaga apabila terjadi penyerangan kembali sehingga 
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pada hari minggu tanggal 27 November 2016 sekitar pukul 22.00 
wita saat anak sedang berkumpul dengan teman-teman anak 
sambil makan mie ditengah lapangan anak mendengar bahwa 
warga Pao-Pao akan kembali melakukan penyerangan sehingga 
anak menyimpan senjata tajam jenis busur diatas rumput dan 
menutupnya dengan karung semen didekat anak. 
- Bahwa senjata tajam jenis badik dan anak panah busur tersebut 
dibawa oleh anak tanpa ada surat izin dari pihak yang berwajib dan 
anak tidak berhak untuk membawa senjata tajam tersebut.  
Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 LN No. 78 tahun 1951.  
3. Tuntutan Penuntut Umum  
Berdasarkan uraian yang dimaksud di atas, dan berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan 
perkara ini, maka Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri 
Makassar MENUNTUT supaya kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan 
menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa sebagai berikut : 
1. Menyatakan ANAK AGIT SUNALDI ALS AGIT bersalah melakukan 
Tindak Pidana ”Tanpa Hak menguasai, membawa, mempunyai 
persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, 
mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu berupa 
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senjata penikamn atau senjata penusuk, sebagaimana diatur dan  
diancam dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 LN 78 Tahun 1951; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK AGIT SUNALDI ALS AGIT, 
dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan penjara dikurangi 
masa penangkapan dan penahanan yang telah anak jalani dengan 
perintah agar anak tetap ditahan; 
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Batang anak panah atau 
busur beserta ketapelnya, Dirampas untuk dimusnahkan. 
4. Menetapkan agar anak jika dipersalahkan dan dijatuhi pidana, 
supaya anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- 
(Dua Ribu Rupiah).  
4. Komentar Penulis 
Berdasarkan putusan perkara Nomor : 
04/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mks, menyatakan bahwa terdakwa ANAK AGIT 
SUNALDI ALS AGIT terbukti bersalah melakukan Delik Penyalahgunaan 
Senjata Tajam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 
ayat (1) UU Drt. No. 12 LN 78 Tahun 1951. 
Berikut merupakan bunyi Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 (LN 
No.78/1951) : 
” Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, 
menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, 
membawa, menpunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam 
miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, 
mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu 
senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dihukum 
dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.” 
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Adapun dakwaan terhadap terdakwa terdapat unsur-unsur sebagai 
berikut : 
1. Unsur ” Barang siapa ” 
2. Unsur ” Tanpa hak menguasai, Membawa senjata penikam atau 
senjata penusuk. ”  
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis berpendapat 
bahwa penerapan hukum terhadap Delik Penyalahgunaan Senjata Tajam 
dalam putusan Nomor : 04/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mks telah sesuai 
dengan delik yang disangkakan kepada Anak sebagaimana unsur-unsur 
yang telah terpenuhi sesuai rumusan Delik. 
 
B. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN 
TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM 
DALAM PUTUSAN NOMOR : 04/Pid.Sus.Anak/2017/PN.MKS. 
Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan 
hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum 
dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara 
hukum. 
Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting 
dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim 
berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang 
statusnya. Dalam menjatuhkan putusan, keputusan Hakim harus 
mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan 
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berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan 
keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari 
keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan 
sebuah kemenangan dan kekelahan oleh pencari keadilan. 
Penting kirannya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah 
keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita 
memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan 
hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga 
memenuhi rasa keadilan. 
Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan 
hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 
04/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mks, yaitu sebagai berikut : 
1. Pertimbangan Hakim 
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh 
Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam surat 
dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-01/Mks/Euh.2/01/2017 
tertanggal 09 Januari 2017 yaitu sebagai berikut :  
DAKWAAN : 
Bahwa ia ANAK AGIT SUNALDI ALS AGIT BIN NANANG 
SETIAWAN pada hari minggu tanggal 27 November 2016 sekitar jam  
01.30 wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 
bertempat di Jalan  BTN Minasa Upa Blok K-5 Kota Makassar atau 
setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah 
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Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan 
mengadili, tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan senjata penusuk 
atau penikam yang dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut : 
- Bahwa awalnya terjadi penyerangan dari warga di jalan Pao-Pao 
Kota Makassar saat anak sedang duduk-duduk didepan Alfamart di 
jalan Hertasning Kec. Rappocini Kota Makassar kemudian saat 
penyerangan tersebut warga dari jalan Pao-Pao melontarkan busur 
tersebut kearah anak namun tidak berhasil mengenai anak 
sehingga anak mengambil busur tersebut dan anak menyimpannya 
untuk berjaga-jaga apabila terjadi penyerangan kembali sehingga 
pada hari minggu tanggal 27 November 2016 sekitar pukul 22.00 
wita saat anak sedang berkumpul dengan teman-teman anak 
sambil makan mie ditengah lapangan anak mendengar bahwa 
warga Pao-Pao akan kembali melakukan penyerangan sehingga 
anak menyimpan senjata tajam jenis busur diatas rumput dan 
menutupnya dengan karung semen didekat anak. 
- Bahwa senjata tajam jenis badik dan anak panah busur tersebut 
dibawa oleh anak tanpa ada surat izin dari pihak yang berwajib dan 
anak tidak berhak untuk membawa senjata tajam tersebut.  
Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 LN No. 78 tahun 1951. 
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Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum 
tersebut, Anak telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 2 Ayat 
(1) UU Drt No. 12 LN 78 Tahun 1951 
Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak 
menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; 
Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 
Saksi-Saksi di bawah  sumpah yaitu 1. Habibi Kowong, 2. Khairul, 3. Muh. 
Alnawari Alias Wari Bin Arifin Amir, dan 4. Ahmad Fahru Rozy dimana 
keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh Anak sesuai dengan 
berita acara persidangan ; 
Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan 
Anak sebagai mana termuat selengkapnya dalam berita acara ; 
Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum 
telah pula menghadirkan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) buah anak panah atau busur beserta ketapelnya ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan 
keterangan Anak serta adanya barang bukti sebagaimana tersebut di atas 
di mana satu dengan yang lainya saling bersesuaian, akhirnya Pengadilan 
menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : 
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 27 November 2016 sekitar 
jam 01.30 Wita bertempat di Jln. BTN Minasa Upa Blok K- 5, Kota 
Makassar, anak Muh. Alnawari alias Wari ditangkap oleh petugas 
kepolisian  karena kedapatan menyimpan /  memiliki satu buah 
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ketapel dan 1 ( satu ) buah anak panah / busur yang terbuat dari besi 
dengan tali raffia warna merah dan warna biru tanpa memiliki ijin dari 
pihak yang berwajib ; 
- Bahwa benar kejadian berawal ketika anak sedang berkumpul 
dengan teman-temanya sambil bercerita dan makan-makan lalu 
anak sebelumnya terlebih dahulu menyimpan anak panah / busur 
beserta ketapelnya yang dibawanya di atas rumput dan menutupnya 
dengan karung semen yang tidak jauh dari jangkauan anak dan tidak 
lama kemudian dating petugas Kepolisian ( saksi Habibi dan saksi 
Khaerul ) yang sedang melakukan patroli selanjutnya melakukan 
pemeriksaan di lokasi tersebut dan menemukan satu buah ketapel 
dan satu batang anak panah yang tersimpan di atas rumput ditutupi 
dengan karung semen, di mana anak mengakui kalau barang 
tersebut adalah miliknya sehingga anak lalu diamankan / diserahkan 
ke Kantor Polisi 
- Bahwa benar satu buah ketapelnya beserta satu batang anak panah 
tersebut asalnya anak dapat dari warga Jln. Pao - Pao yang 
melakukan penyerangan dengan menggunakan anak panah 
terhadap anak dan teman - temanya namun tidak mengenai anak 
sehingga busur tersebut lalu diambil dan kemudian disimpannya, 
adapun maksud / tujuan anak waktu itu menyimpan busur / 
ketapelnya dan anak panah tersebut adalah untuk menjaga diri dari 
serangan warga Jln. Pao – Pao : 
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- Bahwa benar busur / ketapel dan anak panah yang dibawa anak 
adalah termasuk kategori alat penikam / penusuk yang dapat 
membahayakan jiwa orang lain apabila digunakan 
- Bahwa benar anak memiliki busur / ketapel dan anak panah tersebut 
asalnya milik warga Jln. Pao – Pao : 
- Bahwa benar anak memiliki dan membawa ketapel / busur dan anak 
panah tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang : 
- Bahwa benar anak baru sekali itu saja membawa / menyimpan busur 
/ ketapel dan anak panah, dan anak sebelumnya belum pernah 
dihukum : 
Menimbang, bahwa selanjutnya demngan fakta – fakta hokum yang 
telah terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas apabila 
dihubungkan dengan Dakwaan dari JPU, apakah anak dapat 
dipersalahkan melakukan perbuatan pidana tersebut ? maka dalam hal ini 
Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut seperti di bawah ini ; 
Menimbang, bahwa terdakwa oleh JPU telah didakwa dengan 
Dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana yang diatur dan diancam pidana 
dalam pasal 2 ayat ( 1 ) Undang – Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 LN 
Nomor : 78 tentang : Senjata Tajam, yang mengandung unsur – unsur 
sebagai berikut : 
1. Barang Siapa : 
Bahwa yang dimaksud barang siapa di sini adalah menunjuk 
pada pengertian orang sebagai subyek pendukung hak dan 
57 
 
kewajiban dan selain itu pembuktian terhadap unsur ini adalah untuk 
mencegah terjadinya  Error in Persona ( kekeliruan mengenai orang / 
terdakwanya ), bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah 
dihadirkan di persidangan seorang anak yang bernama AGIT 
SUNALDI Als AGIT Bin NANANG SETIAWAN, yang identitasnya 
sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan 
oleh anak sendiri di persidangan. Bahwa disamping itu di depan 
persidangan anak sendiri telah mengaku bahwa benar pada waktu 
itu ia memiliki dan menyimpan busur / ketapel dan anak panah yang 
terbuat dari besi tersebut, hal mana dibenarkan oleh para saksi, 
dengan demikian terhadap unsur kesatu ini telah terbukti ; 
2. Tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata 
penusuk : 
Bahwa dari fakta – fakta terungkap di persidangan telah 
ternyata di mana ketika anak ditanya oleh petugas yang sedang 
berpatroli di tempat kejadian menemukan sebuah busur dan satu 
batang anak panah yang disimpang di atas rumput dan ditutup 
dengan karung semen yang tidak jauh dari jangkauan anak yang 
saat itu sedang duduk – duduk bersama teman – temannya di 
sebuah lapangan dan ketika ditanya oleh petugas yang 
menangkapnya, barang tersebut diakui milik si anak, sehingga anak 
lalu ditangkap selanjutnya di bawa ke kantor Polisi. Bahwa busur / 
ketapel dan anak panahtersebut adalah termasuk senjata penusuk / 
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penikam yang bukan merupakan alat yang biasa dipergunakan untuk 
pertukangan maupun pertanian dan selai itu anak tidak memiliki ijin 
dari pihak yang berwajib untuk membawa, menguasai anak panah 
berikut ketapelnya tersebut. Dengan demikian terhadap unsur ini pun 
telah terbukti; 
Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan di atas, 
maka menurut Pengadilan perbuatan dari anak tersebut telah dapat 
memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh JPU sehingga 
oleh karenanya Pengadilan berpendapat telah terbukti dengan sah dan 
meyakinkan anak melakukan tindak pidana tersebut ; 
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, 
maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan 
dianggap telah termasuk dalam putusan ini ; 
Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal ini Pengadilan 
sependapat dengan JPU terhadap kesalahan anak kecuali terhadap 
ancaman pidananya ; 
Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah 
laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan 
Makassar yang pada pokoknya berpendapat sebaiknya klien diserahkan 
ke Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ( LPKS ) dalam hal 
ini Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar untuk dididik, dibina 
dan diberi keterampilan sehingga nantinya dapat berperilaku baik dan 
berfikir positif sehingga dapat bermanfaat bagi klien apabila kembali di 
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tengah – tengah keluarga dan masyarakat di bawah pengawasan Balai 
Pemasyarakatan Klas I Makassar dengan pertimbangan sebagai berikut : 
- Klien baru pertama kali berhadapan dengan hukum 
- Orang tuanya masih mampu mengawasi anak dengan baik agar 
tidak mengulangi lagi melakukan tindak pidana ; 
- Klien telah menyesali perbuatannya dan bejanji tidak akan 
mengulangi lagi perbutan yang melanggar hukum ; 
- Klien masih berstatus sebagai pelajar di SMK Negeri 2 kelas 1 ; 
Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan pula 
permohonan dari orang tua anak (ibu kandungnya) yang pada pokoknya 
mohon agar anak dikembalikan kepadanya selaku orang tuanya yang 
masih hidup dengan alasan ia masih sanggup untuk mengasuh, mendidik 
dan mengawasi anak, selain itu anak saat ini masih bersekolah sehingga 
supaya anaknya dapat kembali melanjutkan sekolahnya ; 
Menimbang, bahwa dari adanya pendapat di atas, maka 
Pengadilan akan mempertimbangkannya nanti di dalam hal – hal yang 
memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagaimana tersebut di 
bawah ini ; 
Menimbang, bahwa oleh karena anak telah terbukti bersalah, maka 
patutlah ia dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ; 
Menimbang, bahwa oleh karena anak berada dalam tahanan, maka 
memerintahkan agar ia tetap ditahan ; 
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Menimbang, bahwa oleh karena anak harus dihukum, maka 
terhadapnya harus dibebani pula untuk membayar ongkos perkara ini ; 
Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Pengadilan 
tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat menghapuskan 
pertanggungjawaban pidana, baik yang berupa alasan pemaaf maupun 
pembenar, oleh karenanya anak harus dipertanggungjawabkan atas 
segala perbuatan dan kesalahannya ; 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan hukuman yang dijatuhkan 
kepada anak adalah untuk mendidik dan menyadarkan kepadanya serta 
untuk menyesali perbuatannya dan mencegah untuk mengulang kembali ; 
Menimbang, bahwa yang perlu mendapat pertimbangan lebih lanjut 
adalah permohonan Penasehat Hukum anak yang mohon kalau anak 
dihukum agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan 
ditempatkan di LPKS Marsudi Putra Toddopuli Makassar agar anak 
mendapat pembinaan dikarenakan ia telah mengakui kesalahannya dan 
menyesali perbuatannya serta anak dapat melanjutkan sekolahnya lagi ; 
Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan akan 
mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi 
anak yaitu sebagai berikut : 
Hal – hal yang memberatkan :  
1. Perbuatan anak dapat meresahkan masyarakat ; 
2. Bahwa akhir-akhir ini di kota Makassar banyak kejadian orang 
menjadi korban akibat terkena senjata tajam termasuk terkena anak 
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panah / busur yang terbuat dari paku / besi yang diruncingkan oleh 
orang-orang yang tidak bertanggung jawab ; 
Hal-hal yang meringankan : 
1. Anak bersikap sopan dipersidangan dan mengaku terus terang ; 
2. Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ; 
3. Anak belum pernah dihukum ; 
4. Anak saat ini masih bersekolah di SMK Negeri 2 Kelas 1 
Memperhatikan pasal 2 Ayat ( 1 ) Undang-Undang Drt Nomor : 12 
tahun 1951 dan Undang-Undang RI  Nomor : 11 tahun 2012 tentang 
system Peradilan Pidana Anak serta peraturan-peraturan lain yang 
bersangkutan. 
2. Amar Putusan 
Adapun yang telah menjadi amar putusan dalam perkara ini adalah 
sebagai berikut : 
Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP dan pasal 2 Ayat 
(1) Undang-Undang Drt Nomor : 12 LN  78 tahun 1951, serta ketentuan-
ketentuan hukum perundang-undangan lainnya berkaitan dengan perkara 
ini : 
MENGADILI : 
1. Menyatakan bahwa anak AGIT SUNALDI Als. AGIT Bin NANANG 
SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana ‘’Tanpa hak membawa senjata penikam / 
penusuk’’; 
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2. Menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut di atas dengan pidana 
penjara selama 4 ( empat ) bulan dan 15 9 lima belas ) hari ; 
3. Menetapkan bahwa lamanya anak berada dalam tahanan akan 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 
4. Memerintahkan agar anak tetap ditahan ; 
5. Menyatakan barang bukti berupa : 
- 1 ( satu ) buah anak panah / busur beserta satu buah ketapel, 
dirampas untuk dimusnahkan; 
6. Membebankan pula kepada anak untuk membayar ongkos perkara 
ini yaitu sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ; 
3. Komentar Penulis 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus 
mencerminkan rasa keadilan. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan 
dengan mengaitkan keyakinan tersebut dengan alat-alat bukti yang sah 
serta menciptakan hukum sendiri yang berdasarkan keadilan yang tidak 
bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. 
Selain itu, Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan 
pertimbangan yuridis tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologisnya 
yang mengarah pada latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut. 
Berdasarkan analisis penulis tentang pertimbangan hukum hakim 
dalam menjatuhkan sanksi dalam perkara putusan Nomor 
04/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mks, bahwa sanksi yang diberikan telah tepat 
jika memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan 
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dari terdakwa. Yang dimana perbuatan terdakwa dapat meresahkan 
masyarakat. Dengan pemberian hukuman penjara oleh hakim telah tepat, 
tidak memungkinkan ada sesuatu yang membuat terdakwa untuk 
mengulangi perbuatannya dikemudian hari. 
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BAB IV 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 
menarik suatu kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penerapan hukum pidana atas tindakan yang telah dilakukan oleh 
Anak  AGIT SUNALDI Als. AGIT Bin NANANG SETIAWAN sesuai 
dakwaan penuntut umum pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Drt 
Nomor : 12 LN  78 tahun 1951 tentang penyalahgunaan senjata 
tajam (membawa, menyimpan, meguasai dan atau memiliki senjata 
tajam/senjata penusuk) dengan memperhatikan bahwa telah 
terpenuhinya unsur-unsur tersebut dan tidak ada alasan pembenar 
atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa 
harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan 
putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan menjalani 
pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dikurangi masa tahanan 
dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu 
Rupiah); 
2. Dalam memutus perkara Majelis Hakim sangat mempertimbangkan 
berbagai hal mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, unsur-
unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan, serta hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan Anak sehingga Majelis hakim 
menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa 
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Penuntut Umum karena perbuatan terdakwa dapat meresahkan 
masyarakat, terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa belum 
pernah dihukum sebelumnya.   
B. SARAN 
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan 
beberapa hal sebagai berikut :  
1. Sering terjadinya kejahatan yang menggunakan senjata tajam 
dimasyarakat merupakan dampak dari kurangnya sosialisasi aparat 
penegak hukum terkait penyalahgunaan senjata tajam yang 
meresahkan masyarakat. 
2. Hendaknya keluarga mengambil peran dalam mencegah anak 
melakukan tindak pidana menggunakan senjata tajam yang pada 
akhirnya akan merugikan masa depan anak. 
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Undang-undang dan Peraturan-peraturan 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946 tentang 
Peraturan Hukum Pidana 
Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahtraan Anak 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak 
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Anak 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
 
 
 
